BAB ANTI KORUPSI




Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor
internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan).
Niat lebih terkait dengan faktor individu vyang
meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut,
ls)ediankgkan kesempatan terkait dengan sistem yang
erlaku.

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan
menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua
individu. Setidaknya ada 9 (sembilan) nilai anti
korupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua
individu, yaitu

Kejujuran, Kepedulian, Kemandirian,
Kedisiplinan, Tanggung jawab, Kerja Kkeras,
Sederhana, Keberanian, dan Keadilan.




upaya yang paling tepat untuk memberantas
korupsi adalah dengan memberikan pidana
atau menghukum seberat-beratnya pelaku
korupsi.

Dengan demikian bidang hukum khususnya
hukum pidana akan dianggap sebagai
jawaban yang paling tepat untuk
memberantas korupsi.




Sejatinya Lembaga Pemasyarakatan adalah
Lembaga yang bertujuan untuk
merehabilitasi dan meresosialisasi pelaku
kejahatan. Namun dalam realita, tujuan ini
sangat sulit untuk diwujudkan. Berbagai
kasus narapidana yang dengan memberi suap
dapat menikmati perlakuan istimewa saat
berada di Lembaga Pemasyarakatan dapat
memperlihatkan bahwa hukum telah bersikap
diskriminatif. Dengan ini justru daftar
lembaga dan aparat hukum yang terlibat dan
turut menumbuhsuburkan korupsi bertambah
panjang.




UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

® Pembentukan Lembaga Anti Korupsi

Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap
imparsial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang
tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat
buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu (unable), mungkin
masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat
penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila
mereka tidak mau (unwilling) atau tidak memiliki keinginan yang kuat
(strong political will)




© Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti
Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa
lembaga ini sama sekali ‘tidak punya gigi’ ketika berhadapan dengan
korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.

® d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu
cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati
untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk
terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap
menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan
secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk
mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus
ijin usaha atau ljin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb.

@ e. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi
adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah.
Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan
diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran
umumnya terjadi di Ibukota negara atau di Jakarta. Dengan otonomi yang
diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong koruBsi tidak terpusat
hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah.
Untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu
diperbaiki dan dipantau atau diawasi.




Carilah berbagai peraturan perundang-
undangan yang mendukung upaya
pemberantasan korupsi. Cari pula pasal-pasal
dalam peraturan perundang-undangan yang
dapat menghalangi pemberantasan korupsi.
Anda dapat mendiskusikan hal ini dengan
dosen dan rekan-rekan anda !




